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ABSTRACT

The concept of good governance has largely been framed as a nhormative
model emphasizing transparency, accountability, participation, and the
rule of law. However, this normative orientation has often proven
insufficient to explain persistent variations in policy outcomes among
governments operating under similar governance principles. This study
advances a theoretical reconceptualization of good governance by
positioning it as a form of meta-governance capacity, through which the
state structures, coordinates, and steers interactions among multiple
public and non-public actors within policy networks. Drawing on meta-
governance theory and the literature on network governance, this study
argues that the effectiveness of good governance depends less on formal
compliance with normative principles than on the state’s capacity to
govern governance networks. The analysis presented in this study
demonstrates that transparency and accountability alone are insufficient
in the absence of effective coordination, relational authority, and
institutional steering mechanisms. Accordingly, this study contributes to
governance theory by shifting the analytical focus of good governance
from principle compliance to network orchestration, offering a more
context-sensitive and analytically robust framework for understanding
governance effectiveness in decentralized governance settings

ABSTRAK

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik sebagian besar telah
dibingkai sebagai model normatif yang menekankan transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Namun, orientasi
normatif tersebut seringkali terbukti tidak cukup untuk menjelaskan
variasi yang terus-menerus dalam hasil kebijakan di antara pemerintah
yang beroperasi di bawah prinsip tata kelola yang serupa. Studi ini
mengajukan  rekonseptualisasi teoretis tentang tata kelola
pemerintahan yang baik dengan memposisikannya sebagai bentuk
meta-tata kelola kapasitas pemerintahan di mana negara menyusun,
mengoordinasikan, dan mengarahkan interaksi di antara berbagai aktor
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publik dan non-publik dalam jaringan kebijakan. Dengan mengacu pada
teori meta-tata kelola dan literatur tentang tata kelola jaringan, studi ini
menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik
kurang bergantung pada kepatuhan formal terhadap prinsip-prinsip
normatif daripada kapasitas negara untuk mengatur jaringan tata kelola.
Berdasarkan analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa transparansi
dan akuntabilitas saja tidak cukup tanpa koordinasi yang efektif, otoritas
relasional, dan mekanisme pengarahan kelembagaan. Untuk itu studi ini
berkontribusi pada teori tata kelola dengan menggeser fokus analitis
tata kelola yang baik dari kepatuhan prinsip ke orkestrasi jaringan,
menawarkan kerangka kerja yang lebih peka terhadap konteks dan kuat
secara analitis untuk memahami efektivitas tata kelola dalam
pengaturan tata kelola terdesentralisasi.

LATAR BELAKANG

Konsep good governance telah lama menjadi kerangka normatif dominan dalam studi pemerintahan.
Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas
kelembagaan diposisikan sebagai prasyarat utama bagi pemerintahan yang demokratis dan
responsif. Dalam praktik kebijakan publik, terutama di negara-negara yang menerapkan
desentralisasi, good governance kerap digunakan sebagai indikator keberhasilan reformasi tata
kelola dan instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah (Rahmawati & Tjenreng, 2025).

Namun, dominasi pendekatan normatif tersebut menurut (Brinkerhoff & Wetterberg, 2018)
menyisakan persoalan analitis yang signifikan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa
penerapan prinsip good governance secara formal tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan
outcome kebijakan publik. Pemerintah daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang
relatif tinggi tetap menghadapi persoalan kegagalan implementasi, lemahnya koordinasi lintas
sektor, serta fragmentasi kewenangan antaraktor. Fenomena ini menunjukkan bahwa good
governance sebagai seperangkat prinsip normatif belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika
relasional dan kompleksitas interaksi aktor dalam proses pemerintahan kontemporer.

Dalam konteks tata kelola modern yang ditandai oleh meningkatnya keterlibatan aktor non-negara
seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal pemerintahan tidak lagi
dapat dipahami semata-mata sebagai proses hierarkis yang dikendalikan negara. Sebaliknya,
pemerintahan berlangsung dalam jejaring (policy networks) yang bersifat polisentris, saling
bergantung, dan sering kali tidak memiliki pusat kendali tunggal. Dalam situasi ini, persoalan utama
pemerintahan bukan hanya kepatuhan terhadap prinsip normatif, melainkan kapasitas negara untuk
mengoordinasikan, mengarahkan, dan menyelaraskan interaksi antaraktor yang beragam (Wang &
Ran, 2023). Kondisi tersebut menuntut pergeseran perspektif konseptual dalam memahami good
governance. Alih-alih diperlakukan semata sebagai tujuan normatif atau daftar prinsip ideal, good
governance perlu dipahami sebagai kapasitas pemerintahan untuk mengelola kompleksitas tata
kelola melalui mekanisme pengaturan tidak langsung, fasilitasi, dan orkestrasi aktor. Di sinilah
konsep meta-governance menjadi relevan, karena menempatkan negara bukan sebagai pengendali
tunggal, melainkan sebagai aktor yang mengatur cara aktor lain berinteraksi dalam jaringan
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pemerintahan (Ek Osterberg & Qvist, 2023). Meskipun literatur governance dan good governance
telah berkembang pesat, sebagian besar kajian masih terjebak dalam pendekatan normatif dan
evaluatif yang menekankan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ideal. Kajian-kajian tersebut
umumnya mengukur good governance melalui indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,
tanpa secara memadai menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dioperasionalisasikan
dalam relasi antaraktor dan mekanisme koordinasi kebijakan. Akibatnya, good governance sering
diperlakukan sebagai kondisi statis, bukan sebagai proses dinamis yang berlangsung dalam jaringan
pemerintahan (Adila, 2024).

Di sisi lain, literatur network governance dan meta-governance telah memberikan kontribusi penting
dalam menjelaskan peran negara dalam mengatur interaksi aktor melalui instrumen regulatif,
kognitif, dan normatif. Namun, kajian-kajian tersebut jarang secara eksplisit mengaitkan konsep
meta-governance dengan good governance sebagai kerangka konseptual terpadu. Keterpisahan ini
menciptakan celah teoretis, di mana good governance dan meta-governance berkembang sebagai dua
diskursus yang berjalan paralel, bukan saling melengkapi (Gjaltema dkk. 2020). Hingga saat ini,
masih terbatas kajian yang secara sistematis merekonseptualisasikan good governance sebagai
bentuk meta-governance, yakni sebagai kapasitas negara untuk menstrukturkan, mengoordinasikan,
dan mengarahkan jaringan pemerintahan guna mencapai outcome kebijakan yang efektif.
Kekosongan ini menyebabkan lemahnya penjelasan teoretis mengenai mengapa pemerintahan
dengan tingkat kepatuhan normatif yang serupa dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang sangat
berbeda (Marsden dkk., 2024). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut
dengan mengembangkan kerangka konseptual yang memposisikan good governance sebagai praktik
meta-governance, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas
empiris tata kelola pemerintahan

Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi teoretis dengan merekonseptualisasi tata kelola
pemerintahan yang baik bukan hanya sebagai kerangka kerja normatif berupa prinsip-prinsip, tetapi
sebagai bentuk meta-tata Kelola yaitu, sebagai kapasitas negara untuk merancang,
mengkoordinasikan, dan mengarahkan jaringan tata kelola. Dengan mengintegrasikan wawasan dari
literatur tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola jaringan, dan meta-tata kelola, studi ini
memajukan pergeseran analitis dari kepatuhan prinsip ke orkestrasi relasional. Rekonseptualisasi
ini menurut (Wang & Ran, 2023) memungkinkan pemahaman yang lebih dinamis tentang efektivitas
tata kelola, menekankan bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi beroperasi sebagai
mekanisme tata kelola yang tertanam dalam jaringan aktor dari hanya sebagai atribut kelembagaan
yang statis.

Lebih lanjut, studi ini juga dapat berkontribusi pada teori tata kelola dengan mengklarifikasi peran
negara dalam pengaturan tata kelola yang terdesentralisasi dan polisentris. Menurut (Steffek &
Wegmann, 2021), meskipun kajian meta-tata kelola yang ada menyoroti fungsi pengarahan tidak
langsung negara, kajian tersebut seringkali tetap terpisah secara konseptual dari wacana evaluatif
tata kelola pemerintahan yang baik. Studi ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan
memposisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai ekspresi operasional dari kapasitas meta-
tata kelola, sehingga menyediakan kerangka kerja terpadu untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan
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di antara pemerintah yang menunjukkan tingkat kepatuhan formal yang serupa terhadap norma-
norma tata kelola.

Dengan demikan, kerangka kerja yang diusulkan dalam studi ini memperluas debat teoretis tentang
efektivitas tata kelola dengan menawarkan lensa penjelasan untuk kesenjangan implementasi yang
terus-menerus terjadi dalam lingkungan kebijakan yang terhubung (Kostica, 2025). Dengan
memperlakukan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai meta-tata kelola, studi ini akan
berusaha menunjukkan bagaimana kinerja tata kelola bergantung pada kemampuan negara untuk
menyusun arena interaksi, menyelaraskan insentif aktor, dan memobilisasi otoritas relasional di
seluruh batas kelembagaan. Kontribusi ini melampaui resep normatif dan menawarkan landasan
teoretis yang peka terhadap konteks untuk menganalisis tata kelola dalam sistem multi-aktor yang
kompleks, khususnya dalam rezim tata kelola yang terdesentralisasi (Livingstone, 2025).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Good Governance Sebagai Kerangka Normatif

Konsep good governance berkembang sebagai kerangka normatif yang menekankan prinsip-prinsip
seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas kelembagaan.
Prinsip-prinsip ini banyak digunakan sebagai standar evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya
dalam konteks reformasi sektor publik dan desentralisasi (Kirana Utami dkk., 2024). Dalam praktik
pemerintahan daerah, good governance sering diposisikan sebagai indikator keberhasilan tata kelola
dan instrumen penilaian kualitas institusi publik. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa
penerapan prinsip good governance secara formal tidak selalu menghasilkan perbaikan outcome
kebijakan. Pemerintah daerah yang menunjukkan tingkat kepatuhan normatif yang relatif serupa
dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang sangat berbeda (Pudjono dkk. 2025). Hal ini
mengindikasikan keterbatasan pendekatan normatif yang cenderung memandang good governance
sebagai kondisi statis dan prosedural, serta kurang mampu menjelaskan dinamika relasi antaraktor
dan proses koordinasi yang memengaruhi implementasi kebijakan. Kritik ini menegaskan perlunya
pendekatan analitis yang melampaui kepatuhan prinsip semata (Kader & Fahri, 2025).

Governance dan Tata Kelola Berbasis Jaringan

Keterbatasan pendekatan normatif mendorong pergeseran konseptual dari government ke
governance. Governance dipahami sebagai proses pengaturan kolektif yang melibatkan berbagai
aktor publik dan non-publik, serta tidak lagi sepenuhnya dikendalikan melalui mekanisme hierarkis
negara. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai salah satu aktor penting, namun bukan satu-
satunya pusat otoritas (Wang & Ran, 2023). Untuk itu, perkembangan lebih lanjut dari konsep
governance melahirkan kajian network governance, yang menekankan bahwa kebijakan publik
dirumuskan dan diimplementasikan melalui jaringan aktor yang saling bergantung. Network
governance memungkinkan fleksibilitas dan partisipasi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan
tantangan berupa fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi, dan ketiadaan pusat kendali yang
jelas. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prinsip
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good governance, melainkan oleh kemampuan mengelola interaksi dan ketergantungan antaraktor
dalam jaringan kebijakan (George dkk., 2024).

Meta-Governance dan Peran Negara dalam Mengatur Jaringan

Untuk menjawab tantangan pengelolaan network governance, konsep meta-governance
dikembangkan sebagai kerangka analitis yang menempatkan negara sebagai pengatur tata kelola itu
sendiri (governance of governance). Meta-governance memandang negara bukan sebagai pengendali
langsung, melainkan sebagai aktor yang merancang aturan main, memfasilitasi interaksi, dan
mengarahkan proses dalam jaringan kebijakan. Dalam perspektif meta-governance, negara
menjalankan fungsi pengarahan melalui instrumen regulatif, normatif, dan kognitif, tanpa
menghilangkan otonomi aktor non-negara. Peran ini memungkinkan negara menjaga koherensi
kebijakan, menyelaraskan kepentingan aktor, serta mengurangi fragmentasi dalam sistem tata kelola
yang polisentris. Kerangka meta-governance dengan demikian menawarkan penjelasan yang lebih
dinamis mengenai bagaimana pemerintahan bekerja dalam konteks multi-aktor dan
terdesentralisasi (Lindstrom, 2024).

Good Governance sebagai Kapasitas Meta-Governance

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, studi ini memposisikan good governance bukan
sekadar sebagai seperangkat prinsip normatif, melainkan sebagai ekspresi operasional dari
kapasitas meta-governance negara. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dipahami bukan
sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai mekanisme yang berfungsi dalam proses pengaturan jaringan
tata kelola. Dalam perspektif ini, efektivitas good governance bergantung pada kapasitas negara
untuk mengoordinasikan aktor, membangun otoritas relasional, serta mengarahkan interaksi lintas
sektor menuju tujuan kebijakan yang disepakati. Pendekatan ini menjelaskan mengapa kepatuhan
normatif yang serupa dapat menghasilkan variasi outcome kebijakan yang signifikan, karena yang
menentukan bukan hanya prinsip yang diadopsi, tetapi bagaimana prinsip tersebut diorkestrasi
dalam praktik tata kelola (Rodrigues dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)
(Laari, 2025), yang bertujuan untuk merekonseptualisasikan good governance sebagai bentuk meta-
governance dalam kajian pemerintahan. Data penelitian diperoleh sepenuhnya dari sumber
sekunder, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai laporan lembaga internasional yang
relevan dengan konsep good governance, governance, network governance, dan meta-governance.
Analisis data dilakukan melalui penelaahan konseptual dan sintesis teoretis, dengan menelusuri
perkembangan gagasan, perdebatan akademik, serta keterkaitan antarkonsep dalam literatur yang
ada. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi keterbatasan pendekatan normatif good
governance dan merumuskan kerangka konseptual alternatif yang memposisikan good governance
sebagai kapasitas negara dalam mengatur dan mengarahkan jaringan tata kelola. Melalui pendekatan
ini, studi ini berupaya membangun argumen teoretis yang koheren dan kontekstual untuk
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menjelaskan variasi efektivitas tata kelola pemerintahan dalam lingkungan kebijakan yang
terdesentralisasi dan multi-aktor.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Argumentasi utama dalam studi ini adalah bahwa good governance tidak lagi memadai apabila
dipahami semata sebagai seperangkat prinsip normatif, melainkan perlu direkonseptualisasikan
sebagai kapasitas meta-governance negara dalam mengelola kompleksitas tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan pendekatan studi kepustakaan yang digunakan dalam analisis ini yang dilakukan
melalui sintesis kritis atas kajian-kajian good governance, governance, network governance, dan meta-
governance, bertujuan menjelaskan dinamika relasional yang mempengaruhi efektivitas kebijakan
publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang terdesentralisasi.

Secara historis, good governance berkembang sebagai kerangka normatif yang memberikan
pedoman ideal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif.
Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas
kelembagaan telah menjadi standar dominan dalam menilai kinerja pemerintah. Dalam praktik
kebijakan publik, terutama di negara-negara berkembang yang menjalani agenda reformasi dan
desentralisasi, good governance sering dijadikan indikator keberhasilan reformasi administrasi
publik dan tata kelola pemerintahan daerah (Almugsith, 2025). Namun, hasil telaah konseptual
menunjukkan bahwa pendekatan normatif tersebut memiliki Kketerbatasan serius dalam
menjelaskan variasi hasil kebijakan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat kepatuhan normatif
yang relatif serupa terhadap prinsip good governance dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang
sangat berbeda. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ideal, tetapi juga oleh
bagaimana prinsip-prinsip tersebut dioperasionalisasikan dalam praktik pemerintahan yang
melibatkan banyak aktor (Amyulianthy dkk. 2023). Dengan kata lain, good governance sebagai
seperangkat norma belum mampu menangkap dinamika proses, relasi kekuasaan, serta mekanisme
koordinasi yang terjadi dalam arena kebijakan publik. Dalam konteks tata kelola modern,
pemerintahan tidak lagi dapat dipahami sebagai proses hierarkis yang sepenuhnya dikendalikan
oleh negara (Sundram, 2025). Perkembangan governance menunjukkan bahwa penyelenggaraan
kebijakan publik semakin bergantung pada interaksi antara aktor negara dan non-negara, termasuk
sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal (Marsden dkk. 2024). Konsep
governance menandai pergeseran dari government yang bersifat komando-hierarkis menuju
pengaturan kolektif yang berbasis interaksi dan negosiasi. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa
negara bukan lagi satu-satunya pusat otoritas, melainkan menjadi bagian dari jaringan aktor yang
saling bergantung (Gjaltema dkk., 2020).

Analisis terhadap konsep network governance memperkuat pemahaman tersebut dengan
menunjukkan bahwa kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan melalui jaringan
kebijakan yang bersifat polisentris. Jaringan ini membuka peluang bagi kolaborasi, inovasi, dan
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partisipasi yang lebih luas, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan serius berupa fragmentasi
kewenangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan potensi konflik kepentingan antaraktor. Dalam
situasi ini, keberadaan prinsip good governance tidak secara otomatis menjamin efektivitas
kebijakan apabila tidak disertai mekanisme pengelolaan jaringan yang memadai (Livingstone, 2025).

Studi-studi terkait network governance menunjukkan bahwa jaringan yang tidak dikelola dengan
baik cenderung mengalami masalah seperti ketidakjelasan peran, lemahnya kepemimpinan, serta
rendahnya akuntabilitas kolektif. Hal ini menguatkan argumen bahwa prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang diukur secara prosedural sering kali gagal menangkap realitas koordinasi dan
interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan. Dengan demikian, tantangan utama tata kelola
pemerintahan kontemporer bukan hanya bagaimana menerapkan prinsip good governance, tetapi
bagaimana mengatur dan mengarahkan jaringan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan
(O’Connor & Shahwan, 2025). Dalam konteks inilah konsep meta-governance menjadi relevan
sebagai kerangka analitis yang menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif good
governance dan realitas governance berbasis jaringan. Meta-governance dipahami sebagai
governance of governance, yaitu kapasitas negara untuk mengatur cara berbagai mode governance
yakni hierarki, pasar, dan jaringan bekerja dan berinteraksi. Berbeda dengan pendekatan hierarkis
klasik, meta-governance tidak menempatkan negara sebagai pengendali langsung, melainkan sebagai
aktor yang merancang aturan main, memfasilitasi interaksi, dan mengarahkan proses dalam jaringan
kebijakan (Marsden dkk., 2024).

Hasil analisis meta-governance menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran strategis dalam
sistem governance yang kompleks, meskipun peran tersebut bersifat tidak langsung. Negara
menjalankan fungsi meta-governance melalui instrumen regulatif, normatif, dan kognitif, seperti
penetapan kerangka regulasi, pembingkaian narasi kebijakan, fasilitasi dialog antaraktor, serta
penciptaan insentif untuk mendorong kolaborasi. Peran ini memungkinkan negara menjaga
koherensi kebijakan dan menyelaraskan kepentingan aktor tanpa harus menghilangkan otonomi
mereka (Bornemann dkk., 2025). Berdasarkan sintesis tersebut, hasil studi ini memposisikan good
governance sebagai ekspresi operasional dari kapasitas meta-governance negara. Dalam perspektif
ini, prinsip-prinsip good governance tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir atau indikator statis,
melainkan sebagai mekanisme yang bekerja dalam proses pengaturan jaringan tata kelola. Untuk itu
menurut (Yulianti dkk., 2025), transparansi berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan dan
pertukaran informasi dalam jaringan, akuntabilitas berperan dalam menjaga tanggung jawab
kolektif antaraktor, sementara partisipasi menjadi mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan
dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Pendekatan ini memberikan penjelasan yang lebih memadai mengenai variasi efektivitas tata kelola
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang mampu menjalankan fungsi meta-governance secara
efektif misalnya melalui koordinasi lintas sektor yang kuat, kepemimpinan relasional, dan
mekanisme pengarahan yang adaptif cenderung menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik,
meskipun tingkat kepatuhan normatif terhadap prinsip good governance tidak jauh berbeda dengan
daerah lain. Sebaliknya, daerah yang hanya menekankan kepatuhan prosedural terhadap prinsip
good governance tanpa kapasitas meta-governance yang memadai cenderung mengalami kegagalan
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implementasi (Marsden dkk., 2024). Untuk itu pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas good
governance sangat bergantung pada kapasitas negara dalam mengelola kompleksitas tata kelola.
Kapasitas tersebut mencakup kemampuan membaca konteks kebijakan, membangun otoritas
relasional, serta mengorkestrasi interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan. Dengan demikian,
menurut (Bornemann dkk., 2025) good governance sebagai meta-governance menempatkan negara
bukan sebagai aktor dominan yang mengontrol, melainkan sebagai fasilitator dan pengarah yang
memastikan bahwa berbagai aktor bergerak menuju tujuan publik yang sama.

Secara teoretis, rekonsptualisasi ini berkontribusi pada pengembangan studi tata kelola
pemerintahan dengan mengintegrasikan literatur good governance, network governance, dan meta-
governance ke dalam satu kerangka analitis yang koheren (Lindstrom, 2024). Pendekatan ini
melampaui dikotomi antara negara dan non-negara, serta antara norma dan praktik, dengan
menempatkan good governance sebagai proses dinamis yang berlangsung dalam jaringan
pemerintahan (Sundram, 2025). Kerangka ini juga memberikan lensa analitis yang lebih peka
terhadap konteks desentralisasi dan polisentrisme yang menjadi ciri utama pemerintahan daerah
(Aulia & Andhini, 2025). Dengan demikian, analisis dan pembahasan ini menunjukkan bahwa
pergeseran dari good governance sebagai prinsip normatif menuju good governance sebagai meta-
governance merupakan langkah konseptual yang penting untuk memahami efektivitas tata kelola
pemerintahan kontemporer. Pendekatan ini menurut (Afieroho dkk., 2024), tidak hanya
memperkaya perdebatan teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan
dan reformasi tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan telaah Kkritis terhadap berbagai konsep good governance, governance, network
governance, dan meta-governance, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman good
governance sebagai seperangkat prinsip normatif semata tidak lagi memadai untuk menjelaskan
efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang
terdesentralisasi dan beroperasi dalam lingkungan kebijakan multi-aktor. Hal ini menegaskan bahwa
variasi kinerja dan outcome kebijakan publik tidak dapat dijelaskan hanya melalui tingkat kepatuhan
formal terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.
Sebaliknya, efektivitas tata kelola sangat ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengelola relasi,
mengoordinasikan aktor, dan mengarahkan interaksi kebijakan dalam jaringan pemerintahan.
Dengan demikian, good governance perlu dipahami sebagai kapasitas meta-governance, yaitu
kemampuan negara untuk mengatur cara berbagai aktor dan mode governance bekerja secara
koheren menuju tujuan publik.

Rekonseptualisasi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori tata kelola
pemerintahan dengan menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif good governance dan
pendekatan analitis governance berbasis jaringan. Dengan menempatkan negara sebagai
orchestrator jaringan, hal ini menunjukkan bahwa peran negara tidak menghilang dalam tata kelola
modern, melainkan berubah dari pengendali hierarkis menjadi pengarah strategis yang
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menggunakan instrumen regulatif, normatif, dan kognitif untuk menjaga koherensi kebijakan.
Perspektif ini memperkaya pemahaman tentang peran negara dalam sistem tata kelola yang
polisentris dan kompleks (Bornemann dkk., 2025).

Secara praktis, temuan konseptual dalam pembahasan ini mengimplikasikan bahwa upaya
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah tidak cukup dilakukan melalui penguatan
prosedur transparansi dan akuntabilitas secara administratif. Reformasi tata kelola perlu diarahkan
pada penguatan kapasitas meta-governance, termasuk kemampuan koordinasi lintas sektor,
kepemimpinan relasional, dan mekanisme pengarahan kebijakan yang adaptif terhadap konteks
lokal. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah mengelola kompleksitas aktor dan
kepentingan secara lebih efektif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini membuka ruang bagi studi selanjutnya untuk menguji secara
empiris kerangka good governance sebagai meta-governance dalam berbagai konteks kebijakan dan
pemerintahan daerah. Studi lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana kapasitas meta-governance
dibangun, dioperasionalisasikan, dan diukur, serta bagaimana variasinya mempengaruhi kinerja
kebijakan publik. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoretis, tetapi juga
menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan kajian dan praktik tata kelola pemerintahan
yang lebih kontekstual dan responsif di masa mendatang.
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